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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu 

didirikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 

1996 tanggal 28 Desember 1996. Perusahaan Daerah BPR Rokan Hilir Cabang 

Kubu sebelumnya  Kecamatan (BKK). Pembentukan lembaga tersebut 

berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor KPTS. 

609/XI/1986 yang secara prinsip beroperasi sejak bulan september 1987 sampai 

dengan april 1998. 

Modal awal BKK Kubu berasal dari pinjaman kepada Bank Riau sebesar 

Rp. 10.000.000; ( Sepuluh Juta Rupiah). Awalnya BKK Kubu dikelola oleh tiga 

orang personil yaitu  Syafri Taib, Bsc, Riduan ZR dan Wan Abdianda yang 

berkedudukan dikantor Camat Kubu ditanjung Lumba-lumba yang diresmikan 

oleh Bupati H. Johan Syarifuddin, SH pada tanggal 27 September 1987. 

Dengan adanya Deregulasi perbankan yang dikenal dengan paket 

kebijaksanaan perbankan (DEREGULASI PERBANKAN) tanggal 28 Oktober 

1988 maka BKK Kubu dipersiapkan untuk menjadi BPR Kubu. Berdasarkan surat 

permohonan pimpinan BKK Kubu No. 071/BKK Kubu/1997 dan surat No. 21/ 

BKK Kubu/1997 pada tanggal 11 Oktober 1997 dan 8 Desember 1997 yang 

diketahui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis. 
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Dengan izin dari Menteri Keuangan dan Rekomendasi Bank Indonesia 

Cabang Pekanbaru dengan Kepmen No. Kep. 066/KM. 17/1998 maka dengan ada 

keputusan menteri keuangan status yang semula BKK Kubu pada tanggal 18 mei 

1998 berubah menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu Kabupaten Bengkalis 

didukung dengan Perda No. 21 tahun 1996. PD. BPR Kubu dari tahun 1998 

sampai dengan 2003 hanya di pimpin oleh satu orang Direksi yaitu Syafri Taib, 

Bsc. 

Berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 pemekaran Kabupaten Bengkalis 

melahirkan 2 Kabupaten baru yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hiir. 

Dengan adanya pemekaran Kabupaten tersebut keberadaan PD. BPR Kubu berada 

dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Sebagaimana hal ini tertuang dalam Nota 

kesepakatan antara Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir No. 

180/HK/2003 dan No. 06/HK/2003 pada tanggal 23 Agustus 2003 tentang 

penyerahan dan kepemilikan PD. BPR Kubu dari pemerintah Bengkalis kepada 

pemerintahan Rokan Hilir sesuai No. 191/DPRD-RH/IX/2003 dan selanjutnya 

No. 500/EKBANG/2003/303 tanggal 24 Oktober 2003 Bank Indonesia Pekanbaru 

dengan surat No. 5/133/DPBPR/IDPR/Pbr tanggal 6 November 2003 tentang 

persetujuan penyerahan Asset dan kepemilikan PD. BPR Kubu. 

Nama PD Bank Perkreditan Rakyat Kubu berubah menjadi PD. Bank 

Perkreditan Rakyat Rokan Hilir dengan izin Bank Indonesia No. 

9/194/DPBPR/IDABPR/Pbr serta Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 02 tahun 

2007 BAB II pasal 2 pada tanggal 24 Agustus 2007 Tentang Perubahan nama dari 

PD BPR Kubu menjadi PD BPR Rohil. 
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Dengan dikeluarkannya keputusan bank Indonesia tentang ketentuan 

bahwa lembaga keuangan sebentuk BKK,  PLN, dan lembaga keuangan serupa 

tidak dibenarkan beroperasi. Maka pemerintah kabupaten bengkalis yang 

merupakan pemilik Lembaga Keuangan tersebut mengajukan permohonan kepada 

Bank Indonesia agar lembaga tersebut dapat dikukuhkan menjadi Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). 

Dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor KEP 006/KM. 17/1998 tentang pemberian izin usaha menjadi BPR, maka 

Badan Kredit Kecamatan dikukuhkan menjadi BPR dengan Nama Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kubu dengan singkatan PD. BPR Kubu dengan 

pemilik Bank adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Bank Pembangunan 

Daerah Riau. 

Bertepatan pada hari senin tanggal 18 mei 1998, PD. BPR Kubu 

diresmikan oleh Pembantu Bupati Wilayah 1 Bagansiapi-api yaitu Bapak Drs. 

Nurdin Bakar di kantor PD. BPR Kubu di desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan 

Kubu dan sekaligus resmi menjalankan usaha jasa perbankan. 

Pada tanggal 22 Agustus 2003 bertempat di Kantor Bank Indonesia 

Pekanbaru dilakukan pertemuan antara pemilik PD. BPR Kubu yang dimotori 

oleh PD. BPR Kubu, BPR Riau dan Kabang Ekbang Bengkalis dan Rokan Hilir 

serta pasilisator Bank Pekanbaru yaitu antar pemerintah kabupaten bengkalis dan 

Bank Pembangunan Daerah Riau yang diwakili oleh Bapak Riza Pahlefi sebagai 

Wakil Bupati Bengkalis beserta segenap Kepala bagian dilingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Sarjono Amnan, SE Direksi Bank 
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Pembangunan Daerah Riau dengan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir di 

Hadiri Bupati Rokan Hilir Bapak H. Tamrin Hasyim beserta kepala bagian 

dilingkungan pemerintahan kabupaten Rokan Hilir Membahas status kepemilikan 

PB. BPR Kubu dipimpin langsung oleh pemimpin oleh Bank Indonesia cabang 

Pekanbaru oleh Bapak Mahmud. 

Hasil pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten 

Bengkalis menyerahkan Kepemilikan PD. BPR Kubu kepada pemerintah 

Kabupaten Rokan Hilir dan dilanjuti oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

PD. BPR Kubu sebagai pertanggungjawaban Direksi PD. BPR Kubu dimpin oleh 

Bapak Riza Pahlefi dengan menyimpulkan keputusan yang sama dengan hasil 

pertemuan diatas. Serta dilanjuti dengan penandatanganan Memorandum of 

Understanding (MoU) tentang penyerahan kepemilikan PD. BPR Kubu yang 

langsung ditandatangani oleh Bapak Riza Pahlefi dan bapak H. Thamrin Hasyim. 

Dengan diterbitkan keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 

500/EKBANG/2003/303 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Penetapan 

Kepemilikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kubu menjadi 

milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maka PD. BPR Kubu merupakan Asset 

Kabupaten Rokan Hilir dan akan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah 

(PEMDA) Kabupaten Rokan Hilir. 

 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Adapun visi dan misi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Bank PD. 

BPR Rokan Hilir Cabang Kubu adalah sebagai berikut : 
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a. Visi 

Bersama Membangun Ekonomi Negeri 

b. Misi 

Menumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan 

Secara Sehat Pada Sektor Ekonomi Berpotensial. 

 

2.3Struktur  Organisasi Perusahaan 

Perlunya perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas dan terarah 

dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mendukung strategi dan tujuan perkembangan usaha. 

b. Untuk kejelasan garis tanggung jawab, supervise dan koordinasi antar 

karyawan dan lintas divisi perusahaan. 

c. Untuk memperjelas pemisahan tugas sekaligus menciptakan 

mekanisme dual control melalui reporting matrix. 

d. Sebagai dasar dari jalur perencanaan karir karyawan 

Organisasi merupakan suatu badan yang didalamnya terdapat orang yang 

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Agar tujuan yang telah ditetapkan 

tercapai, maka orang-orang tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga 

masing-masing akan tahu akan tanggung jawabnya. Penyusunan organisasi seperti 

ini disebut struktur organisasi. 

Dalam hubungan ini sesuai dengan kegiatan dari perusahaan, maka 

dirasakan perlu adanya perusahaan dengan suatu struktur tertentu sesuai dengan 

kondisi dan perkembangan perusahaan dalam upaya membawa perusahaan kearah 

pencapaian tujuannya. Dalam mengorganisir suatu perusahaan, telebih dahulu 

harus ditetapkan yang harus dilakukan agar dapat merealisir apa yang menjadi 

tujuan perusahaan. Pekerjaan tersebut haruslah dibagi menjadi tugas yang lebih 
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kecil agar dapat dikerjakan oleh masing-masing personil, sehingga tidak akan 

terjadi duplikasi tugas melainkan menjadi jelas apa yang akan dilakukan. 

Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap tugas, wewenang dan 

tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik karena 

apa yang akan dikerjakan dan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing 

personil telah tergambar dalam struktur organisasi tersebut. 

Demikian pula halnya dengan Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu 

dalam menjalankan kegiatannya. Struktur organisasi Bank PD. BPR Rokan Hilir 

Cabang Kubu adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1  Struktur Organisasi pada PD. Bank Perkreditan Rakyat  Rokan 

Hilir Cabang Kubu 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Bank PD.BPR Rokan Hilir Cabang Kubu Babussalam 

PIMPINAN CABANG 

SEKSI DANA SEKSI KREDIT SEKSI 
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PELAYANAN DAN 
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PELAKSANA TELLER PELAKSANA 

PENAGIHAN KREDIT 
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2.4. Tugas dan Wewenang atau Job Description 

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai 

dilingkungan Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu maka perlu adanya uraian 

kerja atau job description untuk setiap pegawai sebagai pedoman kerja. 

Pelaksanaan tugas pegawai Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu berdasarkan 

dan tidak bertentangan dengan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Adapun uraian kerja atau job description yang berlaku di Bank PD. BPR 

Rokan Hilir Cabang Kubu adalah sebagai berikut : 

2.4.1. Pimpinan Cabang 

Pimpinan cabang mempunyai tugasdan tanggung jawab dalam 

meningkatkan pelayanan kepada nasabah antara lain : 

1. Merencanakan, Mengelola dan mengendalikan aktivitas kantor cabang 

sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang digariskan kantor 

pusat. 

2. Memaksimalkan tingkat pelayanan dan protabilitas dengan memastikan 

bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan bermutu tinggi kepada 

nasabah. 

3. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kerja sama dengan 

relasi dan nasabah. 

Pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang pimpinan cabang antara 

lain : 
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1. Pimpinan Cabang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada direksi. 

2. Bertanggungjawab dengan wewenangnya mewakii Bank BPR dalam 

mengadakan hubungan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan 

tugas-tugas kantor cabang. 

3. Dalam hal ini pimpinan cabang tidak berada ditempat atau berhalangan 

melakukan tugas, maka tugas dan tanggung jawabnya dilakukan dan 

diambil alih oleh seksi yang ditunjuk oleh pimpinan cabang. 

2.4.2. Seksi Dana 

a. Kepala seksi dana berfungsi sebagai : 

1. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap tugas 

bawahannya. 

2. Memonitoring perkembangan dana. 

3. Melakukan administrasi keluar masuk dana. 

Pertanggungjawaban dan Pelimpahan wewenang : 

1. Kepala seksi dana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

bertanggung jawab kepada direksi. 

2. Dalam hal Kepala bagian dana tidak berada ditempat atau berhalangan 

dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas dan wewenang diambil 

alih oleh bagian yang ditunjuk oleh direksi. 
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b. Pelaksana pelayanan dan informasi nasabah : 

1. Mengendalikan aktifitas pelayanan terhadap nasabah dan 

mengupayakan pelaksanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan. 

2. Memantau kegiatan-kegiatan pelaksana dalam memberikan pelayanan 

produk dan jasa Bank kepada nasabah. 

c. Pelaksana tabungan dan deposito: 

1. Memberikan pelayanan prima sehingga dapat membina dan 

meningkatkan hubungan serta menarik minat nasabah agar 

menggunakan produk dan jasa Bank. 

3. Memeriksa kelengkapan dokumentasi dan menyetujui pembukaan 

Rekening dan Deposito baru. 

d. Pelaksanaan Teller : 

1. Mengatur dan mengendalikan kas harian. 

2. Melayani semua jenis setoran. 

3. Mengelola dan mentatausahakan kas. 

4. Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari. 

5. Mengambil langkah-langkah dan keputusan untuk kasus-kasus bila 

terjadi perbedaan tandatangan nasabah dengan kartu contoh 

tandatangan. 

Pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang : 

1. Pelaksana Teller dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

bertanggungjawab kepada bagian dana. 
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2. Dalam hal pelaksana Teller tidak berada ditempat atau berhalangan 

maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh kepala bagian dana 

atau pelaksana lainnya. 

2.4.3 Seksi Kredit 

a. Kepala seksi kredit berfungsi sebagai : 

1. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan 

dan pelaksanaan tugas bawahannya. 

2. Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit 

kepada para calon nasabah. 

3. Melakukan penelitian terhadap syarat-syarat serta mengadakan analisa 

kredit. 

4. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan dokumen-

dokumen penting yang berhubungan dengan kredit. 

5. Melakukan pencairan kredit.  

6. Memberikan saran-saran dan langkah-langkah atau tindakan yang 

perlu diambil dibidangnya. 

b. Pelaksana pelayanan dan analisa kredit : 

1. Memeriksa data dan dokumen serta melakukan analisa ulang terhadap 

permohonan kredit calon debitur yang diajukan oleh pelaksana kredit. 

2. Melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh 

nasabah. 

3. Melakukan pemantauan terhadap usaha calon nasabah. 

 



 22 

c. Pelaksana Administrasi Kredit : 

1. Melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen kredit 

sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan persyaratan/syarat yang telah 

disepakati. 

2. Melakukan administrasi jaminan kredit. 

3. Meneliti dan memastikan segala sesuatu yang menyangkut dengan 

administrasi pencairan kredit dilakukan dengan benar. 

4. Membina dan memberikan pengetahuan keterampilan pada bawahan 

serta melakukan penilaian terhadap kinerjanya. 

5. Membuat dan menyampaikan laporan dibidang kredit kepada kantor 

pusat maupun kepada Bank Indonesia secara benar dan tepat waktu. 

6. Menerima surat permintaan informasi Bank dari pihak Bank lain. 

d. Pelaksana penagihan kredit : 

1. Ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah 

2. Menyusun program dan cara penyelsaian kredit. 

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur yang sudah 

mendapatkan fasilitas kredit. 

4. Menginventalisir dan melaporkan serta berkonsultasi kepada bagian 

kredit dan hal penanganan kredit berrmasalah. 

5. Melakukan kegiatan untuk penyelesaian kredit bermasalah. 

6. Membuat laporan kunjungan terhadap debitur bermasalah.  
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2.4.4 Seksi Operasional 

a. Kepala seksi operasional berfungsi sebagai: 

1. 0Pelaksana tugas bawahannya. 

2. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan membuat laporan keuangan 

bank. 

3. Menyusun rencana kerja dan anggaran bank. 

b. Pelaksanaan administrasi umum dan rumah tangga: 

1. Melakukan urusan surat menyurat dan pengarsipan. 

2. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan 

pelaksana tugas bawahanya. 

3. Melakukan pengadaan peralatan untuk kegiatan operasional Bank. 

4. Melakukan pemeliharaan barang-barang inventaris. 

5. Memberikan masukan kepada direksi sebagai pertimbangan untuk 

proyeksi yang akan datang. 

6. Melaksanakan administrasi aktiva tetap dan barang-barang milik Bank 

maupun sewaan sebagaimana mestinya. 

7. Bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan nasabah dan 

pegawai Bank. 

8. Mengelola Kebutuhan Transportasi Bank. 

c. Pelaksana pembukuan dan pelaporan: 

1. Membukukan daftar gaji serta tunjangan-tunjangan bagi karyawan. 

2. Membuat laporan harian untuk disampaikan kepada direksi. 

3. Membuat laporan untuk disampaikan kepada bank indonesia. 
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4. Membuat laporan rutin setiap bulannya. 

5. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan 

Membuat laporan tahunan. 

6. Membuat laporan insidentil. 

7. Membuat laporan untuk disampaikan kepada badan pengawas. 

8. Memeriksa kemungkinan penyimpanan pada transaksi sebelum 

disetujui untuk diproses lebih lanjut. 

9. Menginput setiap transaksi harian dan melakukan pengecekan kepada 

bagian-bagian yang terkait dengannya. 

10. Melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada 

instansi yang terkait. 

11. Menyiapkan laporan keuangan lainnya sesuai dengan laporan yang 

dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


